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Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam 

perkembangan hukum bisnis di Indonesia, khususnya melalui 

digitalisasi proses perizinan, pengawasan, dan tata kelola investasi. 

Dalam sektor pertambangan, penerapan teknologi digital tidak hanya 

meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi investasi, tetapi 

juga memengaruhi kepastian hukum lingkungan yang menjadi salah 

satu faktor penting dalam keberlanjutan kegiatan usaha. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis implikasi transformasi digital 

terhadap hukum bisnis serta pengaruhnya terhadap kepastian hukum 

lingkungan dalam investasi pertambangan di Indonesia. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur, yang mengkaji 

berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil 

penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa transformasi digital, melalui sistem perizinan elektronik dan 

pengawasan berbasis teknologi, mampu meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam 

kegiatan investasi pertambangan. Namun demikian, perkembangan 

tersebut juga menimbulkan tantangan baru berupa perlindungan data, 

validitas dokumen elektronik, sinkronisasi regulasi, serta potensi 

sengketa hukum akibat pencabutan izin usaha pertambangan oleh 

pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang 

adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap perkembangan teknologi 

guna menjamin keseimbangan antara kepentingan investasi, 

perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa transformasi digital berperan strategis dalam 

memperkuat kepastian hukum lingkungan pada sektor investasi 

pertambangan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada 

harmonisasi regulasi dan konsistensi implementasi kebijakan 

pemerintah. 
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PENDAHULUAN 

Transformasi digital merupakan proses integrasi teknologi digital secara 

menyeluruh ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi, 

bisnis, dan tata kelola pemerintahan.  Dalam dunia bisnis, transformasi digital tidak 

hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga telah 

melahirkan berbagai model bisnis baru yang mengubah pola interaksi antara pelaku 
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usaha, konsumen, dan pemerintah. Perkembangan teknologi seperti Internet, 

kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), komputasi awan (cloud computing), 

big data, Internet of Things (IoT), serta teknologi blockchain telah mendorong 

pergeseran dari sistem bisnis konvensional menuju ekosistem digital yang lebih 

terintegrasi (Schilirò, 2024).  

Perubahan tersebut terlihat nyata dalam berbagai sektor, seperti 

perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan berbasis teknologi 

(fintech), serta digitalisasi proses administrasi dan perizinan usaha. Digitalisasi 

memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, efisien, dan lintas batas negara, 

sehingga memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing pelaku usaha. 

Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan data dan pengambilan 

keputusan bisnis telah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas 

kegiatan usaha (Baihaqy & Subriadi, 2024) . Namun demikian, perkembangan 

teknologi yang sangat cepat juga menghadirkan berbagai tantangan hukum, seperti 

perlindungan data pribadi, keabsahan dokumen elektronik, keamanan siber, 

perlindungan konsumen digital, serta persoalan yurisdiksi dalam transaksi lintas 

negara.  

Dalam konteks Indonesia, transformasi digital telah menjadi salah satu 

instrumen penting dalam reformasi regulasi dan pelayanan publik, termasuk pada 

sektor investasi. Pemerintah telah menerapkan berbagai sistem digital, seperti 

perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), yang 

bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha, mempercepat pelayanan investasi, 

serta menciptakan kepastian hukum bagi para investor.  Digitalisasi perizinan ini 

tidak hanya berdampak pada sektor perdagangan dan jasa, tetapi juga pada sektor 

strategis yang berbasis sumber daya alam, termasuk pertambangan. 

Sektor pertambangan memiliki peran yang sangat penting dalam 

pembangunan ekonomi nasional mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya 

akan sumber daya mineral dan batubara. Keberadaan sumber daya tersebut menjadi 

modal penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan 

kerja, serta menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri.  Pengelolaan 

sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan 

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  

Sebagai implementasi amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan 

berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan pertambangan, antara lain Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Regulasi 

tersebut mengatur berbagai aspek pengelolaan pertambangan, mulai dari perizinan, 

pengawasan, pemanfaatan sumber daya alam, hingga perlindungan lingkungan 

hidup.  Salah satu prinsip utama yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah 

asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang menekankan pentingnya 

keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap 

kegiatan pertambangan.  

Meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap 

perekonomian nasional, aktivitas pertambangan juga memiliki potensi 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kegiatan eksplorasi dan 
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eksploitasi sumber daya mineral dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, 

pencemaran lingkungan, degradasi lahan, serta konflik sosial apabila tidak dikelola 

secara baik dan bertanggung jawab.  Oleh karena itu, kepastian hukum lingkungan 

menjadi faktor yang sangat penting dalam menjamin keberlanjutan investasi 

pertambangan. Kepastian hukum lingkungan tidak hanya memberikan 

perlindungan terhadap lingkungan hidup, tetapi juga memberikan jaminan bagi 

investor mengenai kejelasan aturan, prosedur perizinan, serta mekanisme 

pengawasan dan penegakan hukum.  

Transformasi digital dalam sektor pertambangan membawa perubahan yang 

signifikan terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan lingkungan. Melalui 

digitalisasi perizinan, pelaporan elektronik, pemantauan berbasis satelit, 

penggunaan big data, serta penerapan teknologi kecerdasan buatan, pemerintah 

dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan 

pertambangan terhadap ketentuan lingkungan hidup.  Digitalisasi juga 

memungkinkan terciptanya transparansi informasi yang lebih baik sehingga dapat 

meminimalkan praktik penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Namun demikian, penerapan transformasi digital dalam sektor 

pertambangan juga menghadirkan berbagai tantangan hukum. Salah satunya adalah 

terkait validitas dan keamanan data elektronik, sinkronisasi regulasi antara hukum 

bisnis, hukum lingkungan, dan hukum pertambangan, serta potensi sengketa yang 

timbul akibat kebijakan pemerintah dalam pemberian maupun pencabutan izin 

usaha pertambangan. Kewenangan pemerintah, khususnya Menteri Investasi, 

dalam melakukan evaluasi dan pencabutan izin usaha pertambangan merupakan 

bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. Akan 

tetapi, kebijakan tersebut sering kali menimbulkan perdebatan mengenai 

keseimbangan antara kepentingan negara, perlindungan lingkungan, dan kepastian 

hukum bagi investor. 

Penelitian terdahulu umumnya membahas transformasi digital dalam 

hukum bisnis dan perdagangan elektronik secara terpisah dari isu kepastian hukum 

lingkungan dalam investasi pertambangan. Sementara itu, kajian yang 

menghubungkan digitalisasi sistem hukum bisnis dengan penguatan kepastian 

hukum lingkungan dalam sektor investasi pertambangan masih relatif terbatas. 

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji keterkaitan 

antara transformasi digital, hukum bisnis, kepastian hukum lingkungan, dan 

investasi pertambangan dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana transformasi digital memengaruhi perkembangan hukum bisnis di 

Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum lingkungan dalam investasi 

pertambangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi 

berbagai tantangan dan peluang yang muncul akibat digitalisasi sistem perizinan, 

pengawasan, dan penegakan hukum di sektor pertambangan. Hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu 

hukum, khususnya hukum bisnis, hukum lingkungan, dan hukum pertambangan, 

serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan 

regulasi yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan di era transformasi digital. 
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METHODS 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 

Normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum 

doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan 

dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber perpustakaan untuk 

memperoleh data penilitiannya.  Jenis penelitian yang dipergunakan dalam 

penelitian ini penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau 

penelitian hukum kepustakaan.  

Penilitian ini akan membahas mengenai Transformasi Digital dalam Hukum 

Bisnis dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Lingkungan dalam Investasi 

Pertambangan di IndonesiaPendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab 

rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. 

Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti penerapan peraturan perundang-undangan 

dengan kasus yang terjadi sehari-hari. 

 

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah membawa 

perubahan yang signifikan terhadap perkembangan hukum bisnis di Indonesia. 

Digitalisasi tidak hanya mengubah pola transaksi dan model bisnis, tetapi juga 

memengaruhi tata kelola investasi, sistem perizinan, pengawasan lingkungan, serta 

hubungan hukum antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat. 

Perkembangan teknologi digital seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), 

blockchain, big data, cloud computing, dan Internet of Things (IoT) telah 

menciptakan sistem bisnis yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Namun 

demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan hukum 

yang menuntut adanya regulasi yang adaptif dan responsif.  

Dalam perspektif hukum bisnis, transformasi digital berdampak pada 

meningkatnya kebutuhan perlindungan data pribadi, kepastian hukum kontrak 

elektronik, perlindungan konsumen digital, serta penguatan sistem pengawasan 

terhadap aktivitas usaha. Di era digital, data menjadi aset strategis yang memiliki 

nilai ekonomi tinggi sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. 

Pelaku usaha dituntut untuk transparan dalam mengumpulkan, mengelola, dan 

menggunakan data konsumen guna mencegah penyalahgunaan informasi yang 

dapat merugikan masyarakat maupun investor.  Selain itu, meningkatnya 

penggunaan platform digital juga menuntut adanya tanggung jawab hukum 

terhadap konten yang dipublikasikan, terutama terkait penyebaran informasi yang 

menyesatkan dan berpotensi merugikan pihak lain.  

Transformasi digital juga mendorong perkembangan kontrak elektronik dan 

smart contract berbasis teknologi blockchain. Kehadiran kontrak digital 

memungkinkan proses transaksi dilakukan secara cepat, efisien, dan 

terdokumentasi dengan baik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masih 

terdapat ketidakpahaman di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai 

validitas hukum kontrak elektronik, mekanisme pembuktian, serta penyelesaian 

sengketa yang timbul dari transaksi digital.  Kondisi ini menunjukkan perlunya 

peningkatan literasi hukum digital agar pelaku usaha dapat memanfaatkan 

teknologi secara optimal tanpa mengabaikan aspek kepatuhan hukum. 
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Di sisi lain, transformasi digital juga memberikan dampak yang signifikan 

terhadap sektor investasi pertambangan. Pemerintah telah menerapkan berbagai 

sistem digital dalam tata kelola investasi melalui mekanisme perizinan elektronik 

dan pengawasan berbasis teknologi. Kehadiran sistem Online Single Submission 

(OSS) menjadi salah satu bentuk digitalisasi pelayanan publik yang bertujuan 

meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses perizinan, dan memberikan 

kepastian hukum bagi investor.  Dalam sektor pertambangan, digitalisasi perizinan 

memungkinkan proses administrasi dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, 

dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. 

Penerapan teknologi digital juga mendukung pengawasan terhadap aktivitas 

pertambangan dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban lingkungan hidup. 

Melalui pemanfaatan sistem informasi geografis (GIS), citra satelit, sensor digital, 

serta analisis big data, pemerintah dapat melakukan pemantauan secara real-time 

terhadap aktivitas pertambangan. Teknologi ini memungkinkan identifikasi dini 

terhadap potensi pelanggaran lingkungan sehingga tindakan korektif dapat 

dilakukan lebih cepat dan efektif. Dengan demikian, transformasi digital berperan 

penting dalam memperkuat kepastian hukum lingkungan karena menciptakan 

sistem pengawasan yang lebih transparan dan objektif.  

Kepastian hukum lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

investasi pertambangan. Investor membutuhkan jaminan bahwa regulasi 

lingkungan diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian 

hukum yang dapat menghambat kegiatan usaha. Di Indonesia, pengelolaan 

pertambangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 . Selain itu, aspek perlindungan lingkungan hidup 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa 

kegiatan pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan, 

perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam praktiknya, transformasi digital memberikan pengaruh terhadap 

kewenangan pemerintah dalam melakukan evaluasi dan pencabutan izin usaha 

pertambangan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) memiliki peran strategis dalam mengawasi kepatuhan perusahaan 

terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Melalui integrasi data digital, pemerintah 

dapat melakukan evaluasi terhadap aspek administratif, teknis, ekonomi, dan 

lingkungan secara lebih akurat. Informasi yang terdokumentasi secara elektronik 

memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan secara lebih objektif dan 

berbasis data.  

Penelitian ini menemukan bahwa pencabutan izin tambang pada dasarnya 

merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan menjaga kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan serta melindungi kepentingan lingkungan 

hidup dan masyarakat.  Terdapat beberapa faktor utama yang mendasari pencabutan 

izin usaha pertambangan. Pertama, pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan 

kewajiban administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, adanya 

pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

termasuk ketidakpatuhan terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL), reklamasi pascatambang, dan pengendalian pencemaran 
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lingkungan. Ketiga, munculnya konflik sosial dan penolakan masyarakat akibat 

dampak negatif aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial-

ekonomi masyarakat sekitar.  

Dalam konteks transformasi digital, proses pengawasan dan evaluasi 

terhadap faktor-faktor tersebut menjadi lebih efektif karena didukung oleh sistem 

informasi yang terintegrasi. Digitalisasi memungkinkan pemerintah memperoleh 

data yang akurat mengenai kepatuhan perusahaan sehingga keputusan pencabutan 

izin tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif, tetapi juga pada bukti 

empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  Kondisi ini 

berkontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum lingkungan sekaligus 

memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah. 

Meskipun demikian, pencabutan izin tambang tetap harus memperhatikan 

prinsip perlindungan investasi dan kepastian hukum bagi investor. Dalam hukum 

investasi internasional dikenal prinsip fair and equitable treatment (FET) yang 

menuntut negara untuk bertindak secara konsisten, transparan, dan tidak 

diskriminatif terhadap investor.  Oleh karena itu, setiap keputusan pencabutan izin 

harus dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, alasan yang dapat dibuktikan, 

serta memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan pembelaan 

atau perbaikan atas pelanggaran yang terjadi 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah 

tantangan dalam implementasi transformasi digital pada sektor hukum bisnis dan 

investasi pertambangan. Tantangan tersebut meliputi harmonisasi regulasi antara 

hukum bisnis, hukum lingkungan, hukum investasi, dan hukum teknologi 

informasi; perlindungan keamanan data digital; peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia; serta kesiapan infrastruktur teknologi.  Selain itu, masih ditemukan 

kesenjangan pemahaman hukum digital di kalangan pelaku usaha yang berpotensi 

menimbulkan sengketa dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. 

Dengan demikian, transformasi digital pada dasarnya memberikan 

kontribusi positif terhadap penguatan hukum bisnis dan kepastian hukum 

lingkungan dalam investasi pertambangan di Indonesia. Digitalisasi mampu 

meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan 

terhadap kegiatan usaha. Namun, keberhasilan transformasi digital sangat 

bergantung pada harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta 

komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan perlindungan lingkungan, 

kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum bagi investor.   Melalui sinergi 

tersebut, transformasi digital dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan 

investasi pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berorientasi 

pada pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem 

hukum bisnis di Indonesia, termasuk dalam tata kelola investasi pertambangan dan 

perlindungan lingkungan hidup. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem 

perizinan elektronik, big data, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), 

blockchain, dan sistem informasi berbasis digital, telah meningkatkan efisiensi, 

transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan terhadap aktivitas bisnis 



Muslim, H., Astawa, K., Triyunarti, W., & Marpaung, D. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 12(10.A), 

61-68 

- 67 - 

 

dan investasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum bisnis tidak lagi 

hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan transaksi konvensional, tetapi juga 

harus mampu mengakomodasi dinamika teknologi digital yang berkembang secara 

cepat. 

Dalam konteks investasi pertambangan, transformasi digital berkontribusi 

terhadap penguatan kepastian hukum lingkungan melalui sistem pengawasan yang 

lebih terintegrasi dan berbasis data. Digitalisasi perizinan dan pemantauan kegiatan 

pertambangan memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi terhadap kepatuhan 

perusahaan secara lebih objektif, akurat, dan transparan. Dengan demikian, potensi 

pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup dapat dideteksi lebih dini 

sehingga mendukung penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan serta 

perlindungan lingkungan hidup yang lebih efektif. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah, 

khususnya melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM), dalam pemberian, pengawasan, dan pencabutan izin usaha pertambangan 

memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan 

investasi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Pencabutan izin 

pertambangan pada dasarnya merupakan instrumen penegakan hukum yang 

bertujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

khususnya terkait aspek perizinan, pengelolaan lingkungan hidup, dan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap 

memperhatikan prinsip kepastian hukum, transparansi, proporsionalitas, serta 

perlindungan terhadap hak-hak investor sesuai dengan prinsip fair and equitable 

treatment (FET). Meskipun transformasi digital memberikan berbagai manfaat bagi 

penguatan hukum bisnis dan kepastian hukum lingkungan, masih terdapat sejumlah 

tantangan yang perlu diatasi, antara lain harmonisasi regulasi antara hukum bisnis, 

hukum investasi, hukum lingkungan, dan hukum teknologi informasi; perlindungan 

data digital; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; serta penguatan 

infrastruktur teknologi dan sistem pengawasan. Selain itu, literasi hukum digital 

bagi pelaku usaha dan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar pemanfaatan 

teknologi dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan 

koordinasi antar lembaga, serta pengembangan sistem hukum yang mampu 

mengikuti perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan perlindungan 

lingkungan hidup dan kepastian hukum investasi. Dengan adanya sinergi antara 

transformasi digital, hukum bisnis, dan kebijakan investasi pertambangan, 

Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan tata kelola investasi yang 

transparan, berkelanjutan, berkeadilan, dan mampu mendukung pembangunan 

ekonomi nasional yang berwawasan lingkungan. 
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